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ABSTRAK 

Berdasarkan perspektif hadis ada tiga golongan pandangan mengenai wali 

nikah, yakni pendapat yang mewajibkan, tidak mewajibkan dan mewajibkan 

dengan syarat. Pandangan yang mewajibkan hadirnya wali nikah dalam sebuah 

perkawinan berasal dari kelompok mayoritas yakni tiga imam besar yang terdiri 

dari Imam Syafi’i, Imam Hambali dan Imam Malik. Sementara itu, Imam Abu 

Hanifah memiliki pandangan yang sebaliknya, yakni tidak mewajibkan wali nikah 

sebagai rukun dari perkawinan. Adapun pandangan yang mewajibkan dengan 

syarat seperti tidak boleh memaksa, perempuan harus bebas memilih pasangannya 

sendiri dan kuasa seutuhnya ada ditangan perempuan datang dari perkembangan 

pemikiran ulama kontemporer. Permasalahan muncul ketika orang tua selaku wali 

terlalu mengintervensi hak dan kuasa dari seorang perempuan. Sehingga membuat 

perempuan tidak dapat berbuat banyak ketika orang tuanya memaksa menikah. 

Selain itu, keharusan yang bersifat memaksa dari wali menimbulkan masalah baru 

yang biasa diistilahkan sebagai “kawin paksa.” Hal ini akan membuat dilema 

mengenai keabsahan dari kehadiran wali nikah. 

 Jenis penelitian ini library research dan menggunakan pola deskriptif 

analitis. Penulis menggunakan pendekatan normatif dan teori yang digunakan 

adalah hukum progresif. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif dengan metode deduktif.  

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Abu 

Hanifah wali nikah bukan bagian dari rukun perkawinan. Sehingga kehadiran wali 

dalam perkawinan bukan merupakan suatu kewajiban dan tidak mempengaruhi 

keabsahan dari suatu perkawinan. Perempuan dewasa menurutnya telah memiliki 

akal dan pikiran yang bijak dalam memutuskan suatu hal. Sehingga tidak 

diperlukan lagi wali yang bertindak sebagai walinya dalam memutus suatu perkara, 

termasuk wali nikah dalam perkawinan. Namun, pengecualian untuk perempuan 

yang belum baligh karena dianggap belum mampu untuk memutus suatu perkara. 

Adapun penyebab pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah berbeda 

dengan imam mazhab lainnya dikarenakan berbagai faktor, seperti letak geografis 

tempat tinggal, orientasi berfikir, metode pengambilan hukum dan ulama 

rujukannya. Sementara implikasi hukum akibat pandangan Imam Abu Hanifah 

mengenai wali nikah ini terjadi pada beberapa aspek, yakni implikasi sosiologis, 

politik dan budaya. 

Kata Kunci: Pandangan, Imam Abu Hanifah, Wali Nikah, Normatif, Implikasi 

Hukum.  
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ABSTRACT 

Based on the perspective of hadith, there are three groups of views 

regarding marriage guardians; the opinion that requires, does not obligatory and 

not obligatory with conditions. The view that requires the presence of a marriage 

guardian in a marriage comes from the majority group, namely the three high 

priests consisting of Imam Shafi'i, Imam Hambali and Imam Malik. Meanwhile, 

Imam Abu Hanifah has the opposite view, namely not requiring a marriage 

guardian as a pillar of marriage. As for the view that requires conditions such as 

not being forced, women must be free to choose their own partners and the full 

power is in the hands of women, coming from the development of contemporary 

ulama thought. Problems arise when parents as guardians overly interfere with the 

rights and powers of a woman. This makes women unable to do anything when their 

parents force them to marry. In addition, the coercive requirement of the guardian 

creates a new problem commonly referred to as “forced marriage.” This will create 

confusion regarding the legitimacy of the presence of a marriage guardian.  

This research is qualitative and uses a normative approach. The author uses 

descriptive patterns and library research techniques in explaining the results of this 

study. The theory used is progressive law, by describing the results of the research 

in a descriptive-analytic manner. The data analysis in this research uses the 

technique of Mules and Huberman which consists of reduction (data reduction), 

data display (data presentation) and conclusions. 

The results of this study indicate that according to Imam Abu Hanifah the 

guardian of marriage is not part of the pillars of marriage. So that the experience 

of the guardian in marriage is not an obligation and does not affect the validity of 

a marriage. Mature women already have reason and wise thoughts in deciding a 

thing. Thus, there is no need for a guardian in deciding a case, including a marriage 

guardian in a marriage. However, this is excluded for women who are still not 

mature because they are considered unable to decide cases. The cause of Imam Abu 

Hanifah's view of marriage guardians is different from other mazhab due to various 

factors, such as geographical location of residence, orientation of thought, method 

of taking the law and referring scholars. Meanwhile, the impact of Imam Abu 

Hanifah's view on marriage guardians occurs in several aspects, namely 

sociological, political and cultural impacts. 

Keywords: Views, Imam Abu Hanifah, Guardian of Marriage, Normative. 
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MOTTO 

“Allah akan memberikan kedudukan mulia kepada siapa saja yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan.” 

 

لِحٰتِ لَيسَْتخَْلِفَنَّهُمْ فِى الْْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّ  ذِيْنَ مِنْ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصّٰ

نْْۢ بعَْدِ خَوْفِهِمْ اَ  لَنَّهُمْ م ِ ننََّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتضَٰى لَهُمْ وَلَيبُدَ ِ مْناًۗ يعَْبدُُوْننَيِْ لَْ قَبْلِهِمْْۖ وَلَيمَُك ِ

ىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقوُْنَ 
ٰۤ
 يشُْرِكُوْنَ بيِْ شَيْـًٔاۗ وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذٰلِكَ فاَوُلٰ

 

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan 

yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka 

berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum 

mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama 

yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah 

berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku 

dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa 

(tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” [Q.S. 

an-Nur (24): 55] 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi merupakan pengalih suatu bahasa ke bahasa lain. Dalam konteks 

penulisan ini bahasa yang dimaksud adalah dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. 

Adapun transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987. Adapun transliterasi yang dimaksud dapat dilihat 

sebagaimana di bawah ini: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba‘ B be ب

 Ta‘ T te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‗ koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G ge غ

 Fa‘ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

 Waw W w و

 Ha‘ H ha ه

 Hamzah ‗ apostrof ء

 Ya‘ Y ye ي

 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 

 
ditulis muta’addidah 
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ditulis ’iddah 

 

C. Ta’ Marbûtah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h. 

 

 

ditulis ḥikmah 

 

 

ditulis ’illah 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah 

ditulis atau h. 

 

 

D. Vokal Pendek 

1. ---- ََ    ---- Fatḥah ditulis a 

2. ---- ََ    ---- Kasrah ditulis i 

3. ----  ََ  ---- Ḍammah ditulis u 

  

ditulis Karāmah al-Auliyā’ 

ditulis Zakāh al-Fiţri 



 

 
 

x 

 

E. Vokal Panjang 

1. 
Fatḥah + alif 

 إستحسان

ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. 
Fatḥah + ya’ mati 

 أنثى

ditulis 

ditulis 

ā 

Unśā 

3. 
Kasrah + yā’ mati 

 العلواين

ditulis 

ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 

4. 
Ḍammah + wāwu mati 

 علوم

ditulis 

ditulis 

û 

‘Ulûm 

 

F. Vokal Rangkap 

1. 
Fatḥah + ya’ mati 

 مهيرغ
ditulis 

ditulis 

ai 
Gairihim 

2. 

Fatḥah + wawu mati 
 

 لوق

ditulis 

ditulis 

au 
Qaul 

 

G. Vokal Pendek berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis a’antum منتأأ

 Ditulis u’iddat أعدت

 Ditulis la’in syakartum إلن شكرمت

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’ān نآقرلا
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 ditulis al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ditulis ar-Risālah ةلاسرلا

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي

 ditulis Ahl as-Sunnah ةلسنا لأه

Pengecualian 

1. Kosa kata Arab yang biasa dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat dan sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

3. Nama pengarang yang menggunakan bahasa Arab, akan tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh dan sebagainya. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

أعَْمَالِنَا، مَنْ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدهُُ وَنسَْتعَِيْنهُُ وَنسَْتغَْفِرُهُ وَنعَوُذُ باِللهِ مِنْ شُرُوْرِ أنَْفسُِنَا وَمِنْ سَي ئِاَتِ إِنَّ 

حْدهَُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ يهَْدِهِ اللهُ فلَاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يضُْلِلْه ُ فلَاَ هَادِيَ لَهُ. أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَ 

دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَ  داً عَبْدهُُ وَرَسُوْلهُُ. الَلَّهُمَّ صَل ِ عَلَى سيدنا مُحَمَّ بعِهَُمْ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

يْنِ   بِإحِْسَانٍ إلَِى يوَْمِ الد ِ

 Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Ucapan syukur tidak akan pernah habis-

habisnya diberikan kepada sang pemerkasa alam semesta atas nikmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat 

dan salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW. Semoga 

Allah. SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan 

kesempatan kepada kita semua untuk dapat mengadobsi akhlak dan adab sang Nabi. 

Pada mulanya penulis sempat terkendala dengan proses penulisan laporan 

tugas akhir ini karena disebabkan hal-hal di luar ekpektasi penulis. Hingga akhirnya 

Allah SWT. perkenankan penulis selesaikan karya akademis ini dengan judul 

“PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WALI NIKAH : STUDI 

TINJUAN NORMATIF DAN IMPLIKASI HUKUM.” 

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata 

sempurna, baik dalam teknis kepenulisan maupun hal-hal substantif lainnya. Untuk 

itu penulis sangat terbuka pada masukan dan saran dari hadirin pembaca sekalian. 

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang 
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telah mesupport dan mendukung upaya penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini, di antara sebagai berikut: 

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 
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Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pintu awal dari sebuah peradaban adalah perkawinan. Dampak 

perkawinan yang melahirkan pranata sosial terkecil yang disebut sebagai 

“keluarga” menjadi tolak ukurnya.1 Keluarga yang ideal tentu menjadi harapan 

bersama sehingga dapat menjadi pondasi awal dakwah Islam sebenarnya. 

Namun, bagaimana jadinya bila keabsahan dari sebuah perkawinan bermasalah 

karena tidak memenuhi rangkaian rukun dan syarat yang telah disepakati oleh 

para ulama. Tentu akan berdampak pula pada idealitas dari keluarga yang 

terbentuk nantinya. 

Perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk 

menjamin keabsahannya. Jumhur ulama merumuskan bahwa ada empat rukun 

perkawinan dengan berbagai syarat di dalamnya. Keempat rukun tersebut 

diantaranya, yakni mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dan saksi.2 

Begitu pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga 

                                                           

 1 Rusmadi dan Komarudin Soleh, “Pranata-Pranata Sosial dalam Islam,” I’TIBAR: Jurnal 

Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03:06 (Mei 2016), hlm. 33. 

 2 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Jilid IX, Penerjemah Abdul Hayye Al-

Kattani dkk, Cet. 1 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 46.  
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mengharuskan adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi, wali nikah dan 

ijab qabul.3 

Salah satu topik yang menarik dalam isu Hukum Keluarga Islam hingga 

saat ini adalah perbincangan mengenai wali nikah. Pasalnya pada tataran ulama 

mazhab tidak ditemukan satu pendapat tunggal mengenai hukum adanya wali 

dalam perkawinan.4 Terdapat perbedaan mengenai cara pandang keharusan 

adanya wali yang menentukan keabsahan dari sebuah perkawinan. 

Berdasarkan perspektif hadis ada tiga golongan pandangan mengenai 

wali nikah, yakni pendapat yang mewajibkan, tidak mewajibkan dan 

mewajibkan dengan syarat.5 Pandangan yang mewajibkan hadirnya wali nikah 

dalam sebuah perkawinan berasal dari kelompok mayoritas yakni tiga imam 

besar yang terdiri dari Imam Syafi’i, Imam Hambali dan Imam Malik. 

Sementara itu, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang sebaliknya, yakni 

tidak mewajibkan wali nikah sebagai rukun dari perkawinan. Adapun 

pandangan yang mewajibkan dengan syarat seperti tidak boleh memaksa, 

perempuan harus bebas memilih pasangannya sendiri dan kuasa seutuhnya ada 

ditangan perempuan datang dari perkembangan pemikiran ulama kontemporer. 

Permasalahan muncul ketika orang tua selaku wali terlalu 

mengintervensi hak dan kuasa dari seorang perempuan. Sehingga membuat 

                                                           

 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14.   

 4 Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis,” Miqot, Vol. 33:2 

(Desember 2019), hlm. 205. 

 5 Ibid., hlm. 215. 



3 

 

 

 

perempuan tidak dapat berbuat banyak ketika orang tuanya memaksa menikah 

dengan bukan kehendaknya atau tidak memberikan izin menikah terhadap 

pilihannya. Selain itu, keharusan yang bersifat memaksa dari wali 

menimbulkan problem baru yang biasa diistilahkan sebagai “kawin paksa.”6 

Hal ini akan membuat dilema mengenai keabsahan dari adanya wali nikah ini. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi 

mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Pandangan Imam Abu 

Hanifah tentang Wali Nikah : Studi Tinjauan Normatif dan Implikasi 

Hukum”. 

Ada beberapa alasan penting mengapa penulis mengangkat judul 

penelitian bertema wali nikah dengan menggunakan perpektif Imam Abu 

Hanifah ini. Pertama, Belum adanya penelitian yang fokus menelusuri dan 

membedah pandangan dari Imam Abu Hanifah tentang wali nikah. Beberapa 

penelitian sifatnya studi perbandingan antara pandangan Imam Abu Hanifah 

dengan imam yang lainnya. Sehingga penulis pikir perlu untuk mengkhususkan 

penelitian ini pada pandangan Imam Abu Hanifah.  

Kedua, menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam lagi 

mengenai penyebab furu’iyah (perbedaan) dalam memandang persoalan wali 

nikah. Hal ini dikarenakan sesuatu hal yang bersifat prinsipel atau substantif 

dalam syariat agama Islam, yakni dalam konteks perkawinan. Harapannya 

melalui penelitian ini dapat diketahui pertimbangan hukumnya dan menelusuri 

                                                           

 6 Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam 

Penentuan Jodoh),” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol. 5:1 (Juni 2010), hlm. 84. 
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penyebab terjadinya perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan 

imam lainnya. Sehingga dapat menyikapinya dengan lebih bijak lagi.  

Ketiga, Abu hanifah dipilih bukan tanpa alasan. Ulama satu ini terkenal 

dengan pandangannya yang cukup unik. Beberapa kali sempat berbeda 

pandangan dengan imam besar lainnya, terutama dalam konsep hukum Islam. 

Selain itu, latar tempat tinggal dan culture daerah yang berbeda dengan daerah 

lainnya dapat menjadi faktor. Tentu ada alasan dan pertimbangan panjang yang 

melatarbelakanginya pula. Sehingga membuat Abu Hanifah mengeluarkan 

pendapat yang berbeda dengan imam lainnya. Penulis pikir perlu pula untuk 

mengkaji lebih dalam lagi secara spesifik mengenai pertimbangan hukum dan 

implikasi hukum dari pendapat Imam Abu Hanifah tentang wali nikah. Selain 

itu perlu pula untuk menganalisa penyebab dan atau alasan yang 

melatarbelakangi mengapa Imam Abu Hanifah menilai bahwa perempuan 

tidak perlu wali dalam melangsungkan perkawinannya. Sehingga dapat menilai 

adanya perbedaan yang terjadi dalam ranah konsep hukum keluarga Islam 

dengan kaca mata objektif. 

Keempat, Berbicara mengenai wali nikah, sama halnya dengan 

membincangkan hak ijbar. Karena sejatinya wali berdasarkan beberapa ulama 

memiliki hak dan wewenang melaksanakan ijbar tersebut. Permasalahannya 

muncul bila perempuan dalam hal ini berkedudukan sebagai seorang anak tidak 

bersepakat dengan pilihan jodoh walinya. Namun, disisi lain perempuan tidak 

dapat menolak karena kuasa wali jauh lebih besar darinya. Sehingga terjadilah 



5 

 

 

 

“kawin paksa” yang dilakukan oleh wali. Bahkan “kawin paksa” ini menjadi 

fenomena tersendiri dalam isu hukum keluarga Islam.   

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, telah jelas alasan dan 

landasan penulis memilih tema penelitian tentang Perempuan dan Hukum ini. 

Sehingga penting untuk dilanjutkan proses penelitian pada tahap selanjutnya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah mengenai wali nikah bagi 

perempuan? 

2. Bagaimana tinjauan normatif dan implikasi hukum tentang pandangan 

Imam Abu Hanifah tentang wali nikah perempuan? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Mengetahui mengenai pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali 

nikah bagi perempuan. 

b. Mengetahui tinjauan normatif beserta ilmplikasi hukum pandangan 

Imam Abu Hanifah tentang wali nikah bagi perempuan. 

2. Kegunaan 

Ada beberapa kegunaan yang diharapkan akan berdampak pada 

penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti 

dalam aspek teoritis, praktis dan filosofis sebagaimana berikut: 

a. Aspek Teoritis 



6 

 

 

 

Konsep teoritis ini menitikberatkan pada pengkajian masalah dengan 

berdasarkan serangkaian identifikasi teori dalam bentuk deskripsi 

berbagai referensi.7 Adapun kegunaan dalam aspek teoritis meliputi 

hal-hal yang berkaitan dengan khazanah ilmu pengetahuan. Penulis 

berharap melalui penelitian ini dapat menambah cakrawala 

perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang 

perkawinan. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai bahan kajian 

dan pengembangan penelitian bertema wali nikah selanjutnya. 

Sehingga kajian dan penelitian bertema wali nikah ini dapat 

berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. 

b. Aspek Praktis 

Praktik merupakan segala hal yang berkaitan dengan implementasi 

dari sebuah wacana sebagai bentuk konkrit dari pelaksanaan sebuah 

teori.8 Adapun kegunaan dalam aspek praktis pada penelitian ini 

meliputi kegunaan-kegunaan yang nantinya dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkup perkawinan. Hasil 

dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi alternatif 

pertimbangan pihak yang berkepentingan dalam melahirkan 

kebijakan dan produk hukum bertema wali nikah. 

c. Aspek Filosofis 

                                                           

7 Ismail Marzuki Wekke dkk., Metode Penelitian Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Penerbit 

Gawe Buku, 2019), hlm. 80-81. 

8 “Praktik,” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik, akses 9 September 2021 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik


7 

 

 

 

Kegunaan dalam aspek filosofis terletak pada paradigma baru yang 

dilahirkan mengenai keadilan gender dalam lingkup perkawinan. 

Penulis ingin memastikan bahwa apakah perempuan memiliki hak 

yang sama dengan laki-laki ketika perempuan telah tumbuh dewasa 

berdasarkan pada pandangan Abu Hanifah, dalam hal ini menikah 

tanpa adanya wali. Sehingga keadilan dan kesetaraan dalam Islam 

dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Telaah Pustaka 

Pertama, penelitian dari Khoiruddin Nasution dengan judul “Wali 

Nikah Menurut Perspektif Hadis.”9 Penelitian ini memfokuskan pembahasan 

mengenai wali nikah dengan membedah hadis-hadis yang relevan. Adapun 

hasilnya terdiri dari 3 hal. Pertama, pandangan mazhab Hanafi dianggap aneh 

di Indonesia karena berbeda sendiri dengan pandangan mazhab lainnya, yakni 

membolehkan menikah tanpa adanya wali. Kedua, mayoritas mazhab 

mengharuskan adanya wali sebagai syarat sah perkawinan. Ketiga, 

mengharuskan adanya wali, namun otoritasnya terbatas. Dalam konteks 

hubungannya dengan penelitian penulis terdapat kesamaan tema, yakni wali 

nikah. Namun terkait dengan konsen penelitian, objek penelitian, metode 

penelitian dan tinjauan yang digunakan berbeda. 

Kedua, penelitian dari Firman Adhari dengan judul “Hukum 

Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi atas Metodologi Istinbath Hukum 

                                                           

 9 Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis…,” hlm. 205-215. 
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Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.”10 Penelitian ini menggunakan 

metode dan teknik pengumpulan data yang sama dengan penulis, yakni metode 

kualitatif normatif dan teknik library research. Namun, penelitian ini fokus 

membedah dua aspek sekaligus, yakni wali dan saksi dengan menggunakan dua 

perspektif mazhab. Tentu berbeda dengan penelitian penulis yang konsen pada 

pandangan satu perspektif dan satu aspek saja, yakni perspektif Imam Abu 

Hanifah dan fokus pada aspek perwalian. Adapun hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa menurut hukum Islam nikah tanpa wali tidak sah alias 

batal. Sedangkan metode istinbath yang digunakan sama seperti pada 

umumnya, yakni al-Qur’an dan hadis, hanya saja ada tambahan metode seperti 

ijtihad, ijma’ dan qoul sahabat. Adapun pendapat imam malik didasari oleh al-

Qur’an dan hadis saja. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa perempuan 

dapat menikahkan dirinya sendiri atau tanpa wali. Sedangkan Imam Malik 

memandang bahwa tidak sah menikah tanpa adanya wali. 

Ketiga, penelitian dari Binti Robi’ah Siregar dengan judul “Kedudukan 

Wali dalam Pernikahan Sayyib (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah 

dan Imam asy-Syafi’i.”11 penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

penulis, yakni terletak pada topik tentang wali nikah dan menjadikan 

                                                           

 10 Firman Adhari, “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi 

Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas),” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN 

Syekh Nurjati Cirebon, (2010). 

 11 Binti Robi’ah Siregar, “Kedudukan wali dalam pernikahan śayyib (studi komparatif 

pendapat imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’I),” Skripsi, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsimpuan, (2009). 
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pandangan Abu Hanifah sebagai objek penelitiannya, serta sama-sama 

menggunakan teknik pengumpulan data research library. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang fokus pada komparasi 

dua perpektif imam mazhab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i bertolak belakang satu 

sama lain. Abu Hanifah menyebut wali nikah bukanlah rukun. Artinya 

perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus diwakili, terlebih dia 

sudah dewasa. Namun, perlu digarisbawahi perempuan yang belum baligh 

(dewasa) dan dewasa tetapi tidak berakal maka boleh untuk diwakili. 

Sedangkan pandangan Imam asy-Syafi’i tegas melarang perempuan nikah 

tanpa wali. Bahkan Syafi’i menyebut wali nikah bagian dari rukun dan menjadi 

penentu keabsahan dari suatu perkawinan. Artinya bila perempuan menikah 

tanpa wali, maka dapat dikatakan tidak sah. 

Keempat, penelitian dari Moh Arga Firmansyah yang berjudul “Studi 

Perbandingan Pendapat Imam Shafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang Tingkat 

Kekuasaan Wali Nikah.”12 Penelitian ini menggunakan metode teknik 

pengumpulan data yang sama dengan penelitian penulis, yakni research 

library. Sedangkan perbedaannya terletak pada kefokusan objek penelitiannya. 

Penelitian ini fokus pada dua perpektif imam sekaligus, sementara penelitian 

penulis hanya fokus pada pandangan Imam Abu Hanifah saja. Adapun hasil 

                                                           

 12 Moh Arga Firmansyah, “Studi Perbandingan Pendapat Imam Shafi'i Dan Imam Abu 

Hanifah Tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah,” Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo, (2020). 
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penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i  nasab ayah ke atas 

memegang kendali hak dan wewenang sebagai wali nikah. Bahkan disebutkan 

wali dapat memaksa anak perempuannya untuk menikah baik kecil atau 

dewasa. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah siapapun walinya dapat 

membatalkan suatu perkawinan dengan catatan bila tidak sekufu. Perbedaan 

antara keduanya terletak pada kuasa seorang perempuan dalam kondisi besar 

(baligh) atau kecil (belum baligh). Adapun Istinbath hukum yang digunakan 

Imam Syafi’i yakni Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Semetara Imam Abu 

Hanifah yakni Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, dan Istikhsan. 

Kelima, penelitian dari Muammar Khadapi Mtd dengan judul 

“Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang 

Status Wali Nikah.”13 Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis, yakni 

menggunakan metode research library. Selain itu tema dan objek penelian juga 

memiliki kesamaan. Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya yang meneliti 

tentang status wali nikah dan menggunakan dua perspektif imam mazhab 

sekaligus. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sunnah dan 

menjadi syarat afdhal menurut pandangan Imam Hanafi. Sementara menjadi 

rukun nikah menurut pandangan Imam Malik. Kedua imam tersebut sepakat 

bila perempuan masih kecil maka perlu adanya wali untuk mewakilkan. 

                                                           

 13 Muammar Khadapi Mtd, “Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam 

Malik tentang Status Wali Nikah,” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Suska 

Riau, (2017). 
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Namun, bila sudah dewasa menurut Imam Hanafi sah-sah saja menikah tanpa 

wali. 

 

E. Kerangka Teori 

Teori merupakan hasil pemikiran manusia yang berbentuk pengetahuan 

absurd dan tidak pasti, bersifat tentatif (sementara), langkah dan dapat diolah 

oleh subjek dengan asas saling berinteraksi antar berbagai konsep dalam 

fenomena tertentu.14 Sehingga kerangka teori dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan rangkaian dari konsep atau asas dalam merespon fenomena tertentu. 

Pada bagian ini, penulis berupaya untuk memaparkan konsep atau teori 

mengenai pandangan, Imam Abu Hanifah, wali nikah, tinjauan normatif dan 

implikasi hukum. Adapun maksud penjabaran tersebut untuk memperjelas 

kerangka berfikir dan memberikan batasan definitif dalam penelitian ini. 

Berikut penjabarannya: 

1. Pandangan 

Pandangan menurut KBBI memiliki empat makna, yakni perbuatan 

memandang berupa melihat, memperhatikan dan sebagainya; orang atau 

barang yang dipandang; pendapat dan; pengetahuan. Secara umum 

pandangan ini dapat didefinisikan sebagai hasil dari sebuah pengamatan 

dari proses melihat, memperhatikan, meneliti, menelusuri dan lainnya 

                                                           

 14 Nik Azis Nik Pa, Penggunaan Teori dan Kerangka Teori dalam Penyelidikan Pendidikan 

Matematik,” Masalah Pendidikan Jilid 26 Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, (2003) hlm. 31. 
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yang kemudian tersusun dengan sedemikian rupa membentuk sebuah 

perspektif tertentu. Dalam konteks penelitian ini, “pandangan” menjadi 

objek penelitian penulis. 

2. Imam Abu Hanifah 

Ulama bernama Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap An-Nu’man 

bin Tsabit bin Zawatha at-Taimi al-Kufi. Beliau lahir sekitar tahun 80 H 

di kota bernama Kufah. Ia lahir dan hidup pada masa kepemimpinan 

Abdul Malik bin Marwan dan lahir pada 150 H dengan usia mencapai 70 

tahun. Abu Hanifah merupakan keturuan orang Persia asli atau non arab. 

Potongan nama “Nu’am” yang melekat pada namanya mengandung 

harapan bila ia dewasa dapat menjadi raja seperti nu’am sang raja 

Persia.15 Pada konteks penelitian ini, Imam Abu Hanifah menjadi subjek 

penelitian penulis. Hal ini mengingat pandangannya yang khas dan unik 

patut menjadi alternatif utama penelitian. Terlebih gelar ahlul ra’yi (ahli 

akal) disandang akibat kecerdasanya yang di atas rata-rata manusia 

normal.  

3. Wali Nikah 

Kehadiran wali nikah dalam akad perkawinan menjadi penentu 

keabsahan dari sebuah perkawinan. Wali nikah secara umum dapat 

didefinisikan sebagai seseorang yang bertugas mewakili mempelai 

                                                           

 15 Biografi Singkat Imam Abu Hanifah, http://jeulingke-

gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/14/biografi-singkat-imam-abu-hanifah/ , akses pada 14 April 

2022. 

http://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/14/biografi-singkat-imam-abu-hanifah/
http://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/14/biografi-singkat-imam-abu-hanifah/
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perempuan dalam sebuah perkawinan. Wali nikah ini pada umumnya 

diharuskan berasal dari wali nasab. Namun apabila tidak terdapat wali 

nasab maka dapat diwakilkan oleh wali hakim. Pendapat ini didasari pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini16 maupun hadis 

yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang wali hakim.17 Adapun kedudukan 

wali nikah dalam sebuah perkawinan menurut jumhur ulama menjadi 

sebuah rukun yang harus dipenuhi. Artinya bila perkawinan tidak ada 

wali nikah maka dapat dikatakan perkawinannya tidak sah. 

Dalam perspektif pandangan Islam klasik terdapat sedikit perbedaan 

pandangan mengenai kehadiran wali nikah dalam perkawinan. 

Khoiruddin Nasution menyebut terdapat dua golongan pandangan dari 

empat imam mazhab, yakni pro dan kontra.18 Pandangan pro datang dari 

mazhab Hanafi. Sedangkan pandangan kontra datang dari mazhab 

Maliki, Hambali dan Syafi’i. Pada hakikatnya landasan hukum yang 

digunakan sama, yakni Al-Qur’an dan Sunnah. Hanya saja penafsiran 

mazhab Hanafi sedikit berbeda dengan imam-imam mazhab yang 

lainnya. 

                                                           

 16 Peraturan Menteri Agama RI tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat 2. 

 17 H.R. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah dalam kitab Abi Daud Sulaiman, 

Sunan Abu Daud, Jilid II, hlm. 229. 

 18 Khoiruddin Nasution…hlm. 205. 
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Secara umum dasar hukum yang digunakan dalam merumuskan hukum 

wajib atau tidaknya kehadiran wali hakim dalam perkawinan yakni:19 

a. An-Nisa ayat 25 dan 34 

ا   وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الن سَِاۤءِ اِلاَّ مَا مَلكََتْ ايَْمَانكُُمْ ۚ  كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاحُِلَّ لكَُمْ مَّ

حْصِنيِْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بهِٖ مِنْهُنَّ  وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ انَْ تبَْتغَوُْا بِامَْوَالِكُمْ مُّ

اجُُوْرَهُنَّ فرَِيْضَةً  وَۗلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا ترََاضَيْتمُْ بِهٖ  مِنْْۢ بعَْدِ  فَاٰتوُْهُنَّ 

 الْفرَِيْضَةِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا20

 

بمَِآ انَْ  لَ اللّٰهُ بعَْضَهُمْ عَلٰى بعَْضٍ وَّ امُوْنَ عَلَى الن سَِاۤءِ بمَِا فَضَّ جَالُ قَوَّ فقَوُْا مِنْ الَر ِ

لِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ ل ِلْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتيِْ تخََافوُْنَ نشُُوْزَهُنَّ  امَْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰ

فعَِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُْهُنَّ ۚ فَاِنْ اطََعْنكَُمْ فلََا تبَْغوُْا 

  عَلَيْهِنَّ سَبيِْلًا  ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِياا كَبِيْرًا21

 

b. Ali-‘Imran ayat 159 

                                                           

 19 Ibid., hlm. 205. 

 20 An-Nisa (4): 25 

 21 An-Nisa (4): 34 
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وْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ  نَ اللّٰهِ لِنْتَ لهَُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فظَاا غَلِيْظَ الْقلَْبِ لَانْفَضُّ فَبمَِا رَحْمَةٍ م ِ

عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْامَْرِۚ فَاِذاَ 

لِيْنَ 22  اِنَّ اللّٰهَ يحُِبُّ الْمُتوََك ِ

 

c. Al-Baqarah ayat 230, 231, 232, 235 dan 240 

فَاِنْ طَلَّقهََا فلََا تحَِلُّ لَهٗ مِنْْۢ بعَْدُ حَتّٰى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فاَِنْ طَلَّقهََا فلََا جُناَحَ 

عَلَيْهِمَآ انَْ يَّترََاجَعآَ اِنْ ظَنَّآ انَْ يُّقِيْمَا حُدوُْدَ اللّٰهِ ۗ وَتلِْكَ حُدوُْدُ اللّٰهِ يبُيَ نِهَُا لِقوَْمٍ 

  يَّعْلمَُوْنَ 23

 

 

حُوْهُنَّ بمَِعْرُوْفٍۗ  وَاذِاَ طَلَّقْتمُُ الن سَِاۤءَ فَبلَغَْنَ اجََلهَُنَّ فَامَْسِكُوْهُنَّ بمَِعْرُوْفٍ اوَْ سَر ِ

ا اٰيٰتِ وَ  َّخِذوُْٓ لَا تمُْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا ل ِتعَْتدَوُْا ۚ وَمَنْ يَّفْعلَْ ذٰلِكَ فَقدَْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ وَلَا تتَ

نَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ  اذْكُرُوْا نعِْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ انَْزَلَ عَلَيْكُمْ م ِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّ

24 ا انََّ اللّٰهَ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ  يعَِظُكُمْ بِهٖ ۗوَ اتَّقوُا اللّٰهَ وَاعْلمَُوْٓ

 

                                                           

 22 Ali-‘Imran (3): 159 

 23 Al-Baqarah (2): 230 

 24 Al-Baqarah (2): 231 
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وَاذِاَ طَلَّقْتمُُ الن سَِاۤءَ فَبلَغَْنَ اجََلهَُنَّ فلََا تعَْضُلوُْهُنَّ انَْ يَّنْكِحْنَ ازَْوَاجَهُنَّ اذِاَ 

انَ مِنْكُمْ يؤُْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيوَْمِ ترََاضَوْا بيَْنهَُمْ باِلْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يوُْعَظُ بِهٖ مَنْ كَ 

خِرِ ۗ ذٰلِكُمْ ازَْكٰى لكَُمْ وَاطَْهَرُ ۗ وَاللّٰهُ يعَْلَمُ وَانَْتمُْ لَا تعَْلمَُوْنَ 25  الْاٰ

 

ضْتمُْ بِهٖ مِنْ خِطْبةَِ الن سَِاۤءِ اوَْ اكَْننَْتمُْ فِيْٓ انَْفسُِكُمْ ۗ عَلِمَ  وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّ

عْرُوْفاً ەۗ  ٓ انَْ تقَوُْلوُْا قَوْلًا مَّ ا اِلاَّ اللّٰهُ انََّكُمْ سَتذَْكُرُوْنهَُنَّ وَلٰكِنْ لاَّ توَُاعِدوُْهُنَّ سِرا

ا انََّ اللّٰهَ يعَْلَمُ مَا فِيْٓ  وَلَا تعَْزِمُوْا عُقْدةََ الن كَِاحِ حَتّٰى يَبْلغَُ الْكِتٰبُ اجََلَهٗ ۗوَاعْلمَُوْٓ

ا انََّ اللّٰهَ غَفوُْرٌ  حَلِيْمٌ 26ࣖ  اَ نْفسُِكُمْ فَاحْذرَُوْهُ ۚوَاعْلمَُوْٓ

 

تاَعًا الَِى الْحَوْلِ غَيْرَ  زَْوَاجِهِمْ مَّ صِيَّةً لا ِ وَالَّذِيْنَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذَرَُوْنَ ازَْوَاجًاۖ وَّ

عْرُوْفٍۗ  اخِْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فلََا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فعَلَْنَ فِيْٓ انَْفسُِهِنَّ مِنْ مَّ

 ٌٌ   وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْم27

d. At-Thalaq ayat 2 

                                                           

 25 Al-Baqarah (2): 232 

 26 Al-Baqarah (2): 235 

 27 Al-Baqarah (2): 240 
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اشَْهِدوُْا ذوََيْ  فَاِذاَ بلَغَْنَ اجََلهَُنَّ فَامَْسِكُوْهُنَّ بمَِعْرُوْفٍ اوَْ فَارِقوُْهُنَّ بمَِعْرُوْفٍ وَّ

نْكُمْ وَاقَِيْمُوا الشَّهَادةََ لِلّٰهِ ذٰۗلِكُمْ يوُْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيوَْمِ  عَدْلٍ م ِ

  ٌ خِرِ ەۗ وَمَنْ يَّتَّ قِ اللّٰهَ يجَْعلَْ لَّهٗ مَخْرَجًا 28  الْاٰ

 

4. Tinjauan Normatif dan Implikasi Hukum 

Sunaryati mendefinisikan tinjauan normatif sebagai sebuah gejala 

yang dialami masyarakat (social feit) yang memiliki dua aspek, yakni 

perilaku (khas/unik) dan norma/kaidah. Namun, dalam konteks 

penelitian hukum sedikit berbeda, yakni merupakan objek penelitian dan 

penyelidikan berupa disiplin keilmuan sehingga dapat dikatakan bahwa 

hukum merupakan ilmu bersama (rechts is made wetenschap).29 Dalam 

konteks penelitian ini penulis menggunakan tinjauan normatif untuk 

membedah pandangan dari subjek penelitian dalam hal ini yakni Imam 

Abu Hanifah. 

Syamsuriadi menyebut salah satu konsen ilmun hukum normatif 

selaku ilmu yang bersifat praktis adalah mengubah suatu keadaan dan 

mengajukan solusi terhadap masalah kemasyarakatan baik dalam aspek 

                                                           

 28 At-Thalaq (65): 2 

 29 Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 (Bandung: Penerbit 

Alumni, 1994), hlm. 74. 
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konkrit ataupun strategis.30 Dalam konteks penelitian ini jelas masalah 

yang dihadapi mengenai dilematisme kewajiban wali nikah dan 

keabsahannya dalam perkawinan menurut pandangan Abu Hanifah. 

Melalui penelitian ini pula diharapkan adanya rekomendasi solusi dari 

permasalahan kasus semisal “kawin paksa” sebagaimana penulis 

paparkan pada sub-bab sebelumnya. Dalam sebuah keputusan hukum, 

tentua akan melahirkan konsekuensi yang disebut “implikasi hukum.” 

Implikasi hukum merupakan dampak logis yang terjadi akibat 

keputusan hukum yang ada. Dalam KBBI kata “implikasi” memiliki dua 

makna, yakni suatu keadaan terlibat atau keterlibatan dan sesuatu yang 

tersugestikan atau tersimpul.31 Dalam konteks penelitian ini yang 

dimaksud implikasi hukum yakni dampak dari keputusan hukum dalam 

lingkup wali nikah yang dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah terhadap 

tatatan masyarakat Islam, khususnya yang ada di Indonesia maupun di 

Dunia Islam pada umumnya. 

Berdasarkan pemaparan konsep atau batasan definitif di atas, penulis 

pada penelitian ini menggunakan teori hukum progresif. Teori hukum progresif 

merupakan konsep hukum yang berlawanan dengan kemutlakan suatu hukum 

yang berasal dari undang-undang atau hukum positif. Konsep ini ingin berlepas 

                                                           

 30 Syamsuriadi Syarif, “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makassar, (2018). 

 31 KBBI Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi, akses pada 14 April 2022.   

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi
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diri dengan segala macam bentuk peraturan perundang-undangan. Konsep 

hukum yang satu ini sangat adaptif mengikuti dinamisasi nilai-nilai perubahan 

zaman yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai 

suatu titik kesempurnaan emansipasi sosial dan keadilan yang sebenarnya.32 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini, 

yakni penelitian library research. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Secara singkat penelitian 

bersifat deskriptif merupakan penelitian yang terejawantahkan melalui 

narasi elaboratif bersumber dari berbagai fakta dan data. Dengan kata 

lain penelitian ini tidak hanya sekedar susunan berbagai asumsi, 

melainkan kumpulan argumentasi kuat yang ditopang oleh dasar yang 

didapatkan melalui penelusuran pustaka dan proses penelitian. Sehingga 

kesan yang ingin dibangun dalam penelitian ini bersifat, valid, 

komprehensif dan mudah untuk dipahami. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pada konteks penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

penelitian normatif. Pendekatan ini dipilih karena lebih rasional dan 

                                                           

32 Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia,” Jurnal Ilmiah 

Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 1:2 (September 2016), hlm. 397-398. 
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memiliki relevansi dengan judul penelitian penulis dibandingkan dengan 

yang lainnya. Terutama pada konteks dominasi tinjauan norma hukum 

yang digunakan dalam menganalisis data penelitian. 

4. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber, 

yakni sebagai berikut: 

a. Sumber Data Pokok 

Penelitian ini menggunakan data pokok yang bersumber dari 

berbagai referensi baik berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil 

penelitian-penelitian. 

b. Sumber Data Tambahan 

Adapun sumber data tambahan berasal dari berbagai literatur non 

ilmiah seperti Al-Qur’an, Hadis, berita, majalah, artikel, dokumen 

digital dan lainnya. Data dan informasi yang didapatkan dari hasil 

penelusuran pustaka tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi 

atau penguat argumentasi dari hasil penelitian Penulis. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses menulusuri dan 

menata secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi melalui 

teknik menejerial, filtrasi dan membuat kongklusi.33 Adapun teknik 

                                                           

33  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 333-345.  
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pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik library 

research. 

6. Analisis Data 

Analisis data dapat dimaknai sebagai ruh dari sebuah penelitian. 

Secara definitif, analisis data merupakan proses kritisisasi, filtrasi dan 

peninjauan mengenai data yang telah terkumpul. Penulis pada penelitian 

ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian sistematika pembahasan ini penting untuk disampaikan 

beberapa bagian yang termaktub dalam laporan skripsi penulis. Bagian laporan 

skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan penelitian pandangan Abu 

Hanifah tentang wali nikah cukup signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka 

menelusuri penelitian pandangan Abu Hanifah tentang wali nikah yang pernah 

diteliti. Kerangka teori menjelaskan tentang teori-teori mendasar tentang topik 

yang sedang penulis teliti. Pembahasan setelahnya yakni metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II membahas tentang konsepsi wali nikah. Bab ini akan mengupas 

secara tuntas terkait dengan pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, urgensi 

dan problematika seputar wali nikah. Bab III membahas mengenai pandangan 

Imam Abu Hanifah mengenai wali nikah. Selain pandangan, pada Bab ini juga 

membahas mengenai biografi singkat dan karya-karya Imam Abu Hanifah. 
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Sehingga penulis berharap dapat mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai 

identitas dari subjek penelitian ini. 

Bab IV menjelaskan tentang analisis tinjauan normatif mengenai 

pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah beserta implikasi hukumnya. 

Bab V membahas mengenai penutup. Bab ini akan menjadi penentu dari segala 

rangkaian proses penelitian. Melalui bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

ini, penulis memuat point penting dan meringkasnya menjadi satu kesatuan. 

Adapun konteks “saran” berisikan kesadaran penulis terhadap hasil penelitian 

yang tentunya masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam aspek 

teknis penulisan ataupun substansi dari penelitian serta rekomendasi penelitian 

selanjutny



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Menurut Imam Abu Hanifah wali bukan bagian dari rukun perkawinan. 

Sehingga kehadiran wali dalam perkawinan bukan merupakan suatu 

kewajiban dan tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan. 

Perempuan dewasa menurutnya telah memiliki akal dan pikiran yang 

bijak dalam memutuskan suatu hal. Sehingga tidak diperlukan lagi wali 

yang bertindak sebagai walinya dalam memutus suatu perkara, termasuk 

wali nikah dalam perkawinan. Namun, sebuah pengecualian untuk 

perempuan yang masih kecil atau belum baligh. Artinya anak kecil 

memang diharuskan untuk dicarikan wali atas dasar ketidakmampuannya 

dalam memutus suatu perkara. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang 

wali nikah berbeda dengan imam mazhab lainnya dikarenakan berbagai 

faktor diantaranya seperti geografis tempat tinggal, orientasi berfikir, 

metode pengambilan hukum dan guru atau ulama rujukannya. 

2. Implikasi hukum akibat pandangan Imam Abu Hanifah mengenai wali 

nikah terjadi pada beberapa aspek, yakni sosiologis, politik dan budaya. 

Secara sosiologis, penetapan hukum wali nikah bukan sebagai rukun ini 

membuat para janda tidak memerlukan lagi izin kepada wali nasabnya. 

Begitu pula perempuan yang telah dewasa atau baligh akan lebih leluasa 

untuk merealisasikan niatnya dalam melangsungkan pernikahan tanpa 

perlu meminta izin kepada wali nasab. Hal ini juga dapat menghindari 
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fenomena yang sedang terjadi di negara-negara muslim di Dunia, yakni 

kawin paksa. Sebagaimana kawin paksa ini sejatinya bertentangan 

dengan kebebasan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya.  

Dampak pada aspek politik kebijakan hukum Mazhab terjadi pada tataran 

praktik hukum, penyebaran ajaran melalui kebijakan pemerintah dan 

semangat para murid dalam menyebarkan ajaran mazhab melalui sistem 

pendidikan. Dalam aspek budaya, pemikiran Imam Abu Hanifah yang 

rasionalis dan logis dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat tempat ia 

tinggal. Sehingga tidak heran bila identitas ahlul ra’yi disematkan 

kepadanya. Dampak dari realitas ini membuat kondisi masyarakat 

lingkungan penganut Mazhab Hanafi di Iraq juga cenderung rasional dan 

update sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan Mazhab Hanafi 

dapat dikatakan mazhab yang paling kekinian pada waktu itu. 

B. Saran 

Dalam aspek materi penelitian ini, penulis pikir perlu untuk 

mengembangkan arah penelitian secara mendalam lagi. Terutama pada ranah 

permasalahan yang lebih kekinian seperti nikah beda agama, nikah berbasis 

virtual dan lainnya. Sangat menarik bila berbagai permasalahan tersebut 

dianalisis berdasarkan perspektif Imam Abu Hanifah yang bercorak ahlul ra’yi 

ini. 

Dalam konteks muatan penelitian, penulis menyadari bahwa masih 

terdapat kesalahan, kekurangan dan kehilafan baik disengaja atau tidak 

disengaja. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka pada masukan dan kritik dari 
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para pembaca yang budiman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjadikan 

penelitian ini menjadi lebih baik lagi kedepannya. 
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